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ABSTRAK 
 

Indonesia dikenal dengan beragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari 

nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-

beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda. Sama halnya 

dengan perkawinan, beragamnya agama dan aliran kepercayaan yang ada di 

Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. 

Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang 

berlainan agama atau berbeda keyakinan. Adapun permasalahan yang diangkat di 

dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagimana telah di 

ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan 

bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan beda agama 

dalam studi putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama 

dalam studi putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 

pendeketan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui 

studi kepustakaan. Adapun kesimpulan penulis terhadap putusan tersebut adanya 

ketimpangan atau ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.  

Kata Kunci : Indonesia, Perkawinan Beda Agama, Keabsahan. 
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ABSTRACT 
 

Indonesia is known for its various cultural customs that have been instilled from 

their previous ancestors as well as different religions and beliefs. Of course, each 

has different rules. As with marriage, the diversity of religions and beliefs that exist 

in Indonesia does not rule out the possibility of interfaith marriages. Interfaith 

marriages are marriages carried out by people of different religions or different 

beliefs. The issues raised in this study are how the validity of interfaith marriages 

according to Law Number 1 of 1974 about Marriage has been amended by Law 

Number 16 of 2019 about Marriage and what are the judges' considerations in 

granting requests for different religions in the study of decisions number 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby. The purpose of this study is to determine the validity of 

interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 about Marriage and to 

find out the judge's considerations in granting requests for interfaith marriages in 

the study of decisions No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. This research is a type of 

qualitative research that uses a normative juridical approach, namely a research 

approach by researching and studying research objects through library research. 

As for the author's conclusion regarding the decision there is an imbalance or 

discrepancy with Law Number 1 of 1974 about Marriage, that in Article 2 

paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 about Marriage states that marriage is 

legal, if it is carried out according to the law of each each religion and belief. 
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